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Abstract.

The development of the times turned out not to always be able to achieve
goals in improving the moral of society. Evidenced by the increasing
number of crimes of morality, especially in terms of sexual orientation
deviations. Even though it is true that LGBT people are not to be shunned,
their sexual orientation is deviant, directly or indirectly can have a
negative effect on the wider community. This is a job for all aspects of
society in overcoming LGBT. Deviations from noble values must be
overcome by returning them to the legal ideals of the nation, Pancasila. In
order not to conflict with human rights, regulation of LGBT is required to
be a reflection of the legal ideals contained in each of the precepts in
Pancasila.
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Politik Hukum Dalam
Kebijakan Hukum Pidana LGBT

Abstrak.

Perkembangan zaman ternyata tidak selalu dapat mencapai tujuan dalam
perbaikan moral masyarakat. Terbukti dengan makin banyaknya kejahatan
moralitas, terutama dalam hal peyimpangan orientasi seksual. Sekalipun memang
benar bahwa kaum LGBT tidak untuk dijauhi, namun orientasi seksualnya yang
menyimpang, secara langsung maupun tidak dapat berpengaruh negatif bagi
masyarakat luas. Hal ini merupakan pekerjaan bagi seluruh aspek masyarakat
dalam menanggulangi LGBT. Penyimpangan nilai-nilai luhur harus disiasati
dengan mengembalikannya kembali kepada cita hukum bangsa yaitu Pancasila.
Agar tidak bertentangan dengan HAM, pengaturan tentang LGBT diharuskan
merupakan cerminan dari nilai-nilai cita hukum yang terkandung didalamnya
setiap sila dalam Pancasila.

Kata Kunci: Politik Hukum, LGBT, Pancasila
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Pendahuluan

Negara Indonesia patut menyandang status darurat terhadap kejahatan
seksual. Orientasi seksual yang menyimpang nyatanya makin marak
ditemukan. Beberapa temuan di masyarakat bahkan sering membuat
ketercengangan, penyimpangan orientasi seksual yang ada di antaranya berupa
Lesbian, Gay yang dapat dikategorikan sebagai Homoseksual, atau memiliki
orientasi seksual dengan sesama jenis, Bisexual yang memiliki orientasi seksual
terhadap semua jenis, dan Transgender.

Sekalipun penyimpangan seksual yang terjadi di dunia begitu banyak,
dapat dikatakan, secara global LGBT dapat mewakili penyimpangan orientasi
seksual yang ada. Bahwa di Indonesia yang notabene mempunyai histori-
religius yang kuat, ternyata kian tergerus oleh arus kebebebasan dunia. Pesta
Seksual, baik heteroseksual maupun sesama jenis, ditemukan di berbagai
wilayah di negeri ini. Kaum yang mendeklarasikan diri sebagai LGBT juga
semakin berani menunjukkan diri dan mengajak lainnya untuk turut serta. Di
tengah berbagai permasalahan pemidanaan di negeri ini yang tidak kunjung
tertuntaskan, masalah LGBT semakin memperihatinkan.

Tidak hanya mengenai LGBT yang terjadi pada usia dewasa, kaum
LGBT seringkali membidik korbannya dari kalangan anak-anak dan pelajar.
Ironisnya, sekalipun korbannya telah diatasi dengan berbagai cara, kekerasan
yang dilakukan ole kaum LGBT terhadap anak-anak ini sangat sulit untuk
disembuhkan. Anak-anak korban kekerasan penyimpangan seksual, ketika
besar seringkali dapat melakukan hal serupa bahkan yang lebih parah dari
yang dialaminya ketika kecil. Maraknya temuan masa kini, dapat dikatakan
merupakan temuan yang sifatnya seperti “Gunung Es”, karena hanya beberapa
kasus yang ditemukan, sedangkan di lapangan data tersebut semakin
bertambah jika diselidiki lebih mendalam.

Perkembangan  kejahatan = LGBT  juga  dirasakan  sangat
memprihatinkan, misalnya adanya penggerebekan yang dilakukan oleh Polres
Metro Jakarta Utara terhadap prostitusi gay di Kelapa Gading pada 2017, ada
juga penggerebekan oleh Polres Cianjur terhadap pesta seks yang terjadi di
wilayah hukumnya, pesta seks yang terjadi dilakukan oleh kaum gay bahkan
mengajak seorang remaja didalamnya. Belum lagi maraknya kejahatan serupa
yang telah dilaporkan dari berbagai wilayah.

Dalam pelaksanaan kejahatannya, pelaku seringkali menggunakan
perantara jejaring sosial guna mencari kawan untuk memuaskan hasrat
birahinya. Hasilnya, dengan mudah proses prostitusi maupun pesta seks
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sejenis maupun orientasi menyimpang lainnya terjadi. Penggunaan sosial
media memang seringkali berdampak negatif bagi penggunanya jika tidak bijak
dalam pengoperasiannya.

Lingkungan menjadi salah satu faktor dalam semakin menjamurnya
perilaku penyimpangan orientasi seksual. Bisa jadi, sekalipun seorang dengan
orientasi seksual yang normal, dapat menjadi menyimpang. Lebih ekstream
lagi, lingkungan hendaknya tidak sekedar tahu, namun juga dapat merangkul
pada pengidap orientasi seksual yang menyimpang sama seperti yang lainnya
dan saling mengawasi dan mawas diri agar perilaku serupa tidak menular dan
berkembang di lingkungan masyarakat itu maupun di lingkungan masyarakat
lainnya.

Terlebih di masa ini banyak kaum pro LGBT dengan perilakunya yang
menyimpang menjadikan dasar HAM untuk menuntut kebebasannya kepada
negara maupun menjadikannya sebagai hal normal di negara Indonesia.
Adapula yang menginginkan bahwa negara harusnya tidak perlu ikut campur
hingga persoalan ke kamar tidur. Mereka menganggap bahwa dirinya tidak
berperilaku jahat seperti pembunuh, pencuri maupun koruptor yang
keberadaannya harus segera diperangi. Di era demokrasi dan keadilan HAM,
memberi kebebasan dan ruang untuk mereka berkreasi adalah sebuah
keniscayaan yang seharusnya mendapat dukungan oleh negara, bukan untuk
ditentang. Tidak hanya itu, kaum LGBT justru menganggap dan meyakini
bahwa apa yang terjadi dan dirasakan olehnya merupakan takdir Tuhan yang
tidak bisa dilawan. Realita masa kini yang terjadi memang begitu adanya,
mungkin saja kaum LGBT akan makin memiliki dasar yang kuat di kemudian
hari untuk mempertahankan anggapannya tersebut.

Seperti diketahui, bahwa perspektif keadilan dalam rangka
perlindungan terhadap HAM tampak secara eskplisit dalam the Universal
Declaration of Human Rights. Deklarasi ini berargumen tentang urgensi
perlindungan HAM pada bagian preamble sebagai berikut®:

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all
members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the
world. Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous
acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which
human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want
has been proclaimed as the highest aspiration of the common people. Whereas it is

5 General Assembly Resolution 217 A (III), 10 Desember 1948 dalam H. Lauterpacht ,
International Law and Humman Rights, Steven & Sons, dalam Titon Slamet Kurnia, Konstitusi HAM ,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h.33.

320 — JURNAL CITA HUKUM (Indonesian Law Journal). Vol. 6 No. 2 (2018). P-ISSN: 2356-1440. E-ISSN: 2502-230X



Politik Hukum Dalam Kebijakan Hukum Pidana LGBT

essentia, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion
against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of
law.

Ada tiga pengertian penting pada kutipan diatas. Pertama, keadilan
sebagai salah satu fondasi perlindungan terhadap HAM (bersama dengan
kebebasan dan perdamaian). Kedua, kepentingan perlindungan terhadap HAM
sebagai aspirasi tertinggi semua manusia. Ketiga, pelanggaran terhadap HAM
sebagai ketidakadilan yang melegitimasi korbannya untuk melakukan
pemberontakan sebagai bentuk reaksi paling keras yang dimungkinkan.

Namun, jika telah terlanjur terjadi kejahatan seperti dicontohkan pada
kasus di atas, upaya untuk menegakkan hukum harus tetap dilaksanakan.
Terlebih jika sudah menorehkan kesan dan mencoreng adanya nilai-nilai luhur
yang berkembang di dalam masyarakat. Pengaturan terkait pelarangan LGBT
telah ada di dalam b Undang-Undang Hukum Pidana yang berarti, pelaku
LGBT dapat dikriminalisasikan jika memenuhi unsur-unsur seperti yang
tercantum di dalam KUHP.

Tidak hanya termuat dalam KUHP, pengaturan tentang LGBT yang
sekalipun melalui banyak polemik terutama bagi aktivis HAM dan pelakunya,
namun pelarangannya juga tetap dipertahankan bahkan terdapat beberapa
pembaharuan di dalam RKUHP. Jika masa pro-LGBT seringkali menggunakan
tameng kebebasan HAM dalam menyuarakan ide-idenya, ironisnya apa yang
mereka suarakan tidak berbanding lurus dengan pengaturan LGBT di setiap
agama, karena sudah diketahui bersama, bahwa agama manapun tidak ada
yang memperbolehkan adanya hubungan seksual atau pernikahan yang
dilakukan di luar aturan laki-laki yang secara kodrat alamiah adalah untuk
menikah dengan perempuan.

Selain itu, HAM yang dianut di Indonesia bukanlah sama dengan
HAM yang sering digadang-gadangkan dengan HAM Barat yang mempunyai
landasan Ideologi Liberal. Indonesia dengan Pancasila sangat erat dengan nilai-
nilai yang ada di dalam 5 silanya. Terutama adanya nilai ketuhanan yang harus
tetap terjaga dan mendarah daging didalam setiap masyarakat Indonesia.
Sejatinya Pancasila dan HAM itu sejalan dan selaras. Penerapan nilai-nilai dan
prinsip HAM sangat sesuai dengan semangat Pancasila maupun sebaliknya.
Tidak perlu ada yang dipertentangkan didalamnya. Prinsip universal HAM
yang sangat mendasar yaitu non-diskriminasi, terhadap setiap manusia tidak
boleh dilakukan penindasan, adapun jika terdapat perilaku yang menyimpang,
meresahkan dan menyalahi sendi-sendi dalam masyarakat, maka bukan hal
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yang tabu jika kemudian dilakukan respon dari masyarakat sendiri maupun
dari negara.

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum berkembang
sesuai perkembangan masyarakat sebagaimana halnya suatu evolusi, hukum
berkembang dari tipe yang kurang ideal (represif), menuju ideal (otonom)
sampai tipe paling ideal (responsif).

Philippe Nonet dan Philip Selznick, dalam law and society in transistion
to word responsive law, 1978, memperkenalkan tiga karakter hukum dalam
masyarakat, dengan mengaitkan hubungan hukum dengan politik, yaitu:

1. Hukum represif, yakni hukum merupakan alat kekuasaan represif atau
menindas.

2. Hukum otonom, yakni hukum sebagai pranata yang mampu
menjinakkan represi (penindasan) dan melindungi integritas sendiri.

3. Hukum responsif, yakni hukum merupakan sarana merespon atas
kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Hukum represif

Tipe hukum represif memandang hukum sebagai abdi kekuasaan yang
bersifat menekan dan memaksa dan merupakan perintah yang berdaulat
(pemegang kekuasaan politik), yang memiliki kewenangan sangat leluasa
tanpa batas, maka hukum dan politik/kekuasaan tidak terpisah, sehingga
hukum menjadi instrument atau alat kekuasaan yang represif.6

Dalam hubungan dengan kekuasaan, bentuk sistematis hukum represif
memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a). Institusi-institusi hukum langsung
berakses kepada kekuasaan politik, hukum diidentifikasikan dengan Negara
dan tunduk kepada kepentingan dengan sendiri (“rasion d etat”); b). Kelestarian
kekuasaan adalah tugas dari pengakuan hukum; c). Badan-badan pengawasan
khusus seperti polisi, menjadi pusat kekuasaan yang bebas, yang terisolasi dari
konteks sosial yang moderat dan mampu melawan otoritas politik; d). Suatu
rezim  “hukum  rangkap”  melembagakan keadilan kelas dengan
mengkosolidasikan dan mengesahkan pola-pola sub ordinasi sosial; dan e).
Perundang-undang pidana mencerminkan dominasi atas adat istiadat atau
kebudayaan dan sangat menonjolkan moral yang legal (legal moralism).

¢ Nur Rohim Yunus, Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia, (Bogor:
Jurisprudence Press, 2012), h.55.
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Dalam buku yang berjudul Law and Society in Transition: Toward
Responsive Law, Nonet dan Selznick disadur pendapatnya oleh Mahfud dalam
bukunya Politik Hukum di Indonesia, menjelaskan hubungan antara hukum
dan penindasan. Dikatakan bahwa masuknya pemerintah ke dalam pola
kekuasaan yang bersifat menindas, melalui hukum, berhubungan erat dengan
masalah kemiskinan sumber daya pada elite pemerintah. Penggunaan
kekuasaan yang bersifat menindas terdapat pada masyarakat yang masih
berada pada tahap pembentukan tatanan politik tertentu. Hukum berkaitan
erat dengan kekuasaan karena tata hukum senantiasa terikat pada status quo.
Tata Hukum tidak mungkin ada jika tidak terikat pada suatu tatanan tertentu
yang menyebabkan hukum mengefektifkan kekuasaan. Jika demikian, maka
pihak yang berkuasa dengan baju otoritas mempunyai kewenangan yang sah
menuntut warga negara agar mematuhi kekuasaan yang bertahta. Penggunaan
kekuasaan itu bisa melahirkan karakter hukum yang menindas, maupun
karakter hukum yang otonom tergantung pada tahap pembentukan tata politik
masyarakat yang bersangkutan.

Hukum Otonom

Tipe hukum otonom, hukum dipandang sebagai institusi atau pranata
yang mampu mengendalikan represi dan melindungi integritas sendiri.
Tatanan hukum berintikan “Rule of Law.” Penegakan kepada aturan-aturan
hukum sebagai upaya utama untuk mengawasi kekuasaan resmi dan swasta,
serta terdapatnya pengadilan yang bebas dan mandiri dan tidak dimanipulasi
oleh kekuasaan politik dan ekonomi yang memiliki otoritas eksklusif untuk
mengadili pelanggaran hukum, baik oleh pejabat umum maupun oleh
individu-individu swasta.

Hubungan kekuasaan Hukum otonom dikenal dengan ciri-ciri sebagai
berikut: a). Hukum terpisah dari politik, sifatnya yang khas adalah terdapatnya
sistem yang mengakui peradilan yang independen dan adanya pembagian
yang jelas antara fungsi legislatif dan yudikatif; b). Tata hukum mendukung
“model aturan-aturan”; c). Prosedur adalah sebagai inti dari hukum atau
keadilan prosedural; d). Hukum mengikat baik kepada yang memerintah
maupun kepada yang diperintah; e). Ketaatan kepada hukum dimengerti
sebagai kepatuhan yang ketat kepada aturan hukum positif. Kritik terhadap
hukum positif harus dilakukan melalui proses politik.
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Hukum Responsif

Dalam tipe hukum responsif hukum dipandang sebagai fasilitator atau
sarana menanggapi kebutuhan dan aspirasi sosial. Tipe hukum responsif
mengimplikasikan dua hal, yaitu: a). Hukum harus fungsional pragmatis,
bertujuan dan rasional; b). Tujuan adalah menetapkan standar bagi kritik
terhadap apa yang berjalan, hal ini berarti tujuan sebagai norma kritik. Dengan
demikian mengendalikan kebebasan administratif serta mengurangi resiko
“kelemahan lembaga.”

Ciri-ciri hukum responsif adalah a). Tujuan hukum berdasarkan
kompetensi; b). Keadilan substansi yang dicari; c). Aturan hukum tunduk
kepada prinsip/asas/doktrin dan kebijaksanaan; d). Moralitas kerja sama
(moralitas rakyat); dan e). Aspirasi hukum dan politik berintegrasi.

Tipe hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif adalah
merupakan konsepsi abstrak, yang dalam kenyataan tidak akan ditemukan
bentuknya yang murni, karena tiap-tiap tatanan hukum memiliki sifat
campuran yang mengandung aspek dari ketiga tipe hukum tersebut. Hanya
dengan pengamatan yang cermat bahwa postur dasar suatu tatanan hukum
akan memperlihatkan kecendrungan yang mirip karakteristik dengan salah tipe
dari hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Faktor pembeda
yang pokok dari ketiga tipe hukum tersebut adalah adanya peranan “paksaan.”
Di dalam hukum represif “paksaan” nampak dominan, tetapi dalam hukum
otonom “paksaan” agak dikurangi, sedangkan di dalam hukum responsif
“paksaan” nampak tenggelam/tidak ditonjolkan.

Kaitannya hubungan hukum dan politik, pada tipe hukum represif,
hukum tunduk kepada politik/kekuasaan, hukum sub-ordinat dari kekuasaan,
tetapi dalam hukum otonom, hukum terpisah dari dari politik/kekuasaan,
sedangkan dalam hukum responsif, hukum sebagai fasilitator atau sarana
menanggapi kebutuhan/aspirasi politik. Dalam menjawab pertanyaan tentang
apakah hukum yang mempengaruhi politik ataukah politik yang
mempengaruhi hukum, Moh. Mahfud MD mengajukan tiga macam jawaban
alternatif, yaitu; pertama, hukum determinan atas politik, dalam arti bahwa
kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan
hukum; kedua, Politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan
kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinterkasi dan
bahkan saling bersaingan; ketiga, Politik dan hukum sebagai sub-sistem sosial
berada pada posisi yang derajat determinasinya setara antara satu sama lain,
karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik, tetapi begitu
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hukum ada, maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan
hukum.

Lebih lanjut untuk menentukan kapan hukum determinan atas politik
atau sebaliknya politik determinan atas hukum atau kapan kedudukan hukum
dan politik sederajat, Moh. Mafud MD mengajukan jawaban yang bersifat
hipotesis sebagai berikut: “konfigurasi politik yang demokratis senantiasa
melahirkan produk hukum yang berkarakter responsif, sedangkan konfigurasi
politik yang otoriter melahirkan produk hukum yang berkarakter konservatif.

Karakter responsif atau konsevatif, ditandai antara lain oleh hal-hal
sebagai berikut: a). Dalam pembuatannya produk hukum yang responsif
menyerap aspirasi masyarakat seluas-luasnya (partispatif), sedangkan produk
hukum yang konservatif lebih didominasi lembaga-lembaga negara terutama
pihak eksekutif (sentralistik); b). Cerminan isi produk hukum yang responsif
adalah aspiratif, dalam arti mencerminkan kehendak dan aspirasi umum
masyarakat, sedangkan produk hukum yang konservatif adalah positifistik-
instrumentalistik, dalam arti mencerminkan kehendak atau memberikan
justifikasi bagi kehendak-kehendak dan program pemerintah; c). Cakupan isi
hukum yang responsif itu biasanya rinci, mengatur hal-hal secara jelas dan
cukup detail, sehingga tidak dapat ditafsir secara sepihak oleh lembaga
eksekutif, sedangkan pada hukum konservatif biasanya dimuat hal-hal yang
pokok-pokok dan ambigu (makna ganda), sehingga memberi peluang bagi
pemerintah untuk membuat penafsiran secara sepihak melalui berbagai
peraturan pelaksanaan (interpretative). Lebih-lebih dalam negara demokrasi
modern dengan lingkungan hidup warga Negara (perseorangan) sangatlah
besar.”

LGBT

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Sejak
awal disahkan secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila
sebagai dasar (falsafah) negara, pandangan hidup dan ideologi bangsa
Indonesia bahkan menjadi sumber hukum yang utama bagi negara Indonesia.
Pancasila adalah dasar pokok yang mempersatukan bangsa Indonesia yang
mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya.

7 Sudikno Mertokusumo, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah, (Yogyakarta: Cahaya
Atma Pustaka, 2014), h.56.
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Kedudukan dan fungsi Pancasila hakekatnya sebagai dasar negara
Republik Indonesia adalah muncul dari unsur-unsur yang digali dari nilai-nilai
yang terdapat pada bangsa Indonesia itu sendiri yang berupa pandangan hidup
bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kekuatan mengikat
secara yuridis. Seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang
bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah yuridis-konstitusional pada
dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut dan dihapus. Dengan demikian
penetapan Pancasila sebagai dasar falsafah negara berarti bahwa moral bangsa
telah menjadi moral negara.

Sila pertama dalam Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” ini
mengisyaratkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berketuhanan
atau negara yang beragama bukan sekuler. Sebagaimana ketahui agama yang
diakui oleh Negara ada enam agama; Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan,
Hindu, Budha, dan Konghucu.

Tinjauan dari tiap-tiap agama terkait LGBT dapat dilihat dari uraian
berikut: Pertama, dalam Islam Allah SWT sudah melarang keras hamba-Nya
agar tidak masuk golongan orang-orang yang menyukai sesama jenis, seperti
LGBT. Dasar pijakan larangan perilaku LGBT lebih kepada adanya penjagaan
kehormatan diri manusia itu sendiri sebagai makhluk mulia, sehingga demi
menjaga kemaslahatan seluruh manusia, maka perilaku menyimpang ini harus
diluruskan.®

Alquran sebagai sumber ajaran agama Islam di dalamnya terdapat
sejarah masa lampau yang pernah dialami oleh Nabi Luth dengan kaumnya.
Dimana kaum Luth sangat terkenal dengan saling menyukai sesama jenis dan
akhirnya mendapatkan adzab yang sangat pedih. Ini pertanda bahwa Allah
sangat tidak menyukai orang yang saling menyukai sesama jenis.

Di dalam Alquran firman Allah bahwa:

“Maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Luth itu yang
diatas ke bawah (kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu dari
tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan
siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim” (Qs. Al-Hud: 82-83).

Alquran telah memberikan rambu-rambu akan bahaya LGBT, sehingga
perbuatan ini diharamkan. Sebelum LGBT di zaman sekarang, ia telah ada pada
zaman Nabi Luth, dan dihukumi oleh adzab yang sangat pedih dan

8 Ahmad Mukri Aji, Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam,
(Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012), h.66.
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menakutkan. Karena dalam ajaran Islam, LGBT merupakan merupakan suatu
perbuatan menyimpang dari fitrah manusia yang sesungguhnya.

Kedua, Di dalam Alb, khususnya Perjanjian Baru, bahwa Alb
menunjukkan bagaimana seharusnya paradigma orang Kristen terhadap
homoseksualitas, gay, dan juga lesbian. Alb secara tegas menunjukkan bahwa
homoseksualitas adalah dosa, tetapi Alb tidak menyatakan bahwa para
pelakunya LGBT dalam hal ini biasa disebut gay dan lesbian bebas
diperlakukan dalam ketidakadilan seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Tuhan
Yesus membenci dosa homoseksualitas, sama seperti Dia membenci dosa-dosa
yang lain, tetapi Dia tetap mengasihi mereka yang terlibat di dalam-Nya.
Tuhan menginginkan para gay dan lesbian ini diperlakukan dalam terang kasih
ilahi, sehingga mereka dapat bertobat dan dipulihkan dari dosa
homoseksualitas. Alb jelas menyebutkan bahwa homoseksualitas adalah dosa
dan kekejian di mata Yesus.

“Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan
perempuan, karena itu suatu kekejian.” (Imamat 18:22).

“...sama seperti Sodo, dan Gomora dan kota-kota sernya, yang dengan cara
yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak
wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua
orang. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga
mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat
semua yang mulia di sorga”(Yudas 1:7-8).

Pencipta telah menetapkan peraturan tentang perkawinan jauh
sebelum pemerintah manusia melakukannya. Buku pertama dalam Alb
memberi tahu, “Seorang pria akan meninggalkan bapak dan ibunya dan ia
harus berpaut pada istrinya dan mereka harus menjadi satu daging.” (Kejadian
2:24).

Tuhan tidak pernah menciptakan seseorang dengan keinginan
homoseks. Homoseksualitas bukan merupakan dalih untuk hidup dalam dosa
dengan mengikuti keinginan dosa mereka. Tetapi Alb tidak menggambarkan
homoseksualitas sebagai dosa yang “lebih besar” dibanding dosa-dosa lainnya.
Semua dosa adalah kekejian dan tidak menyenangkan Tuhan. Menurut Alb,
pengampunan Allah tersedia bagi kaum homoseks, sama seperti bagi orang
yang berzinah, penyembah berhala, pembunuh, pencuri, dIl. Allah juga
menjanjikan  kekuatan untuk menang terhadap dosa, termasuk
homoseksualitas, kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus
untuk keselamatan mereka.
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Dalam agama Budha, LGBT adalah penyakit fitrah manusia dan
seksualitas yang menyimpang. Inilah pandangan yang sangat tidak sesuai dan
kurang tepat menurut pernyataan Ven Ajahn Brahm bahwa pernyataan
tersebut sama saja seperti orang bodoh yang berkata bahwa: ”Apabila bunuh
diri dilegalkan, maka semua orang akan melakukannya.” Di dalam ruang
lingkup Ajaran Buddha yang penuh cinta kasih sesuai dengan Karaniya Metta
Sutta dimana sewaktu membacakan Karaniya Metta Sutta (dalam tradisi
Theravada) maka akan dikatakan, “Semoga semua makhluk berbahagia, semua
makhluk bebas dari penderitaan.”

Sekilas bahwa hal ini tampaknya ada benarnya. Di dunia Barat,
setidaknya banyak kaum mereka yang menderita masalah kejiwaan, kecanduan
alkohol, dan menunjukkan perilaku seksual yang sangat menggoda. Dalam
penggelompokan data, kaum mereka menduduki peringkat tertinggi dalam
sekian banyak kasus bunuh diri. Kemungkinan besar bahwa kaum mereka
lebih menderita dibandingkan dengan manusia normal pada umumnya.
Karenanya masyarakat tidak boleh memperlakukan mereka sama dengan yang
lainnya, apabila diperlakukan sama layaknya dengan perlakuan terhadap
masyarakat pada umumnya, maka bukan tidak mungkin bahwa mereka juga
akan menunjukkan gejala yang sama pula. Inilah argumen yang terkuat untuk
menerima dan memahami kaum mereka.

Dalam pandangan agama Budha, perilaku homoseksual masih abu-
abu, tetapi sebagian besar para bhiksu menolak pernikahan sejenis. Walaupun
menurut Bhikkhu Uttamo Mahathera, seperti dikutip dari situs Bodhi Buddhist
Centre Indonesia berpendapat bahwa seseorang yang berprilaku seksual
menyimpang dapat saja mengikuti Buddha Dharma.

Dalam kalangan Budha LGBT itu tidak melanggar aturan dharma dan
tidak pula bertentangan dengannya. Mereka berpendapat bahwa seseorang
yang hidup dengan pengabdian penuh belas kasih, meskipun itu seorang LGBT
atau tidak, dan telah menguasai keinginan dan dorongan nafsu seksual dan lain
sebagainya memiliki kemampuan dan kemungkinan yang sama untuk
mencapai Moksha.

Dalam sastra suci Sruti tidak ada tulisan yang mendukung untuk
memperlakukan orang LGBT sebagai inferior atau mendukung penindasan
terhadap mereka. Dalam penjabaran dari beberapa pendapat, dharma, dan
sastra suci Sruti bahwa homoseksual (lesbi dan gay) berhak untuk mencapai
moksa dan tidak ada penjatuhan hukuman terhadap mereka, merujuk pada
kitab suci Veda sruti yang tidak mengatur perilaku homoseksual. Jika dicermati
maksud dari penjelasan tersebut bahwa seorang LGBT juga berhak untuk
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mencapai moksa apabila ia kembali ke jalan dharma; menjalankan hidup
dengan pengabdian penuh belas kasih dan telah menguasai keinginan dan
dorongan nafsu seksual.

Penyimpangan seksual yang dilakukan kaum homoseksual memang
bukan kejahatan, akan tetapi hal itu tetap sebagai perbuatan dosa yang
ditanggung oleh pribadi masing-masing. Ajaran Hindu tidak membenarkan
pernikahan diantara pria dengan pria (gay), wanita dengan wanita (lesbi).
Dengan kata lain, pelaku penyimpangan seks (homoseksual) tidak diberikan
hak untuk mendapat upacara pernikahan atau upacara perkawinan dengan
puja mantra Veda.

Menurut agama Hindu, ada dua jenis waria, yaitu mereka yang
bertindak selaku pria dan mereka yang bertindak selaku wanita. Waria yang
bertindak selaku wanita menyamarkan diri mereka dalam berpakaian,
pembicaraan, gerakan tangan dan kepala, kelemahlembutan, sifat pemalunya,
kesederhanaannya, kegemulaiannya dan sifat penakutnya. Kegiatan yang biasa
dilakukan terhadap bagian jaghana atau bagian tengah dari wanita, oleh para
waria ini dilakukan dengan mulutnya dan hal inilah yang disebut Auparistaka.
Para waria ini mendapat kesenangan imajinatif dan mata pencaharian mereka
dari jenis hubungan badan semacam itu menjadikan mereka menjalani
kehidupan sebagai wanita penghibur. Demikian keterlibatan tersamar dari
seorang waria yang berperan sebagai wanita.

Dalam Kitab suci Manawa Dharmasastra, Astamodyaya atau bab
delapan menyinggung hukuman terhadap pelaku lesbi. Mereka tidak
dibenarkan menodai seorang gadis, mereka dapat dipidana atau didenda. Pada
sloka 369 dinyatakan, apabila seorang gadis menodai seorang gadis lain, akan
didenda sebesar 200 pana dan membayar mas kawin dua kali lipat.
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditafsirkan bahwa bilamana seorang
lesbi menodai seorang gadis lain maka dapat dikenakan sanksi.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa homoseksual
bertentangan dengan dharma dan merupakan perbuatan dosa, mereka tidak
dibenarkan menikah dengan upacara Veda. Meski demikian, bagi mereka yang
mengalami kelainan seksual tersebut dibenarkan mendapatkan kesenangan
seksual dengan sesamanya tanpa menodai seseorang yang bukan homoseksual.

Dari enam agama yang diakui ini, tidak satu agama pun dalam kitab
sucinya yang melegalkan LGBT. Sehingga, jika ada pihak yang berwacana
melegalkan LGBT, selain akan bertentangan dengan agama juga akan sangat
bertentangan dengan sumber hukum negara yakni Pancasila. Perbedaan agama
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atau keyakinan tidak boleh dijadikan alasan untuk mendiskriminasikan
seseorang karena persoalan agama dan keyakinan adalah persoalan hidayah.
Salah satu prinsip keadilan adalah tidak memperlakukan diri sendiri atas
seseorang berdasarkan garis nasab dan darah.’

Sila kedua dari Pancasila yaitu “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”,
arti kemanusiaan sendiri adalah sesuatu yang terkait bahwa hakikat dan
martabatnya manusialah yang harus dijadikan acuan moral dalam
merumuskan dan menjalankan kebijakan-kebijakan berbangsa dan bernegara
Indonesia. Tidak peduli apakah dia orang yang dianggap baik atau buruk,
beragama Islam atau non muslim.

Kemanusiaan yang dimaksud dalam Pancasila adalah kemanusiaan
yang adil pada diri sendiri, terhadap sesama, dan terhadap Tuhan. Karena itu
kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung prinsip perikemanusiaan
atau internasionalisme yang terjelma dalam hubungan baik antar manusia,
antar bangsa, tanpa terjebak dalam ego kesukuan sempit. Sementara yang
dimaksud dengan beradab adalah martabat manusia yang dijunjung setinggi-
tingginya. Sehingga penjabaran sila kemanusiaan adalah mengakui persamaan
derajat manusia serta hak dan kewajibannya di antara sesama, saling mencintai,
mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain,
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan
keadilan, memandang diri sebagai bagian umat manusia yang konsekuensinya
adalah mengembangkan kerja sama dengan bangsa-bangsa lain dan saling
menghormati.1

Pancasila merupakan representasi dari nilai-nilai keagamaan dalam
rangka menghormati harkat dan martabat manusia tanpa membedakan ras,
agama, kepercayaan dan budaya. Nyawa manusia itu sakral dan tak bisa
dilanggar dan setiap usaha harus dibuat untuk melindungi keselamatannya.
Islam memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk berserikat menjalin
persahabatan dan kerjasama dengan siapa pun, tanpa paksaan dari pihak lain.
Setiap orang berhak diperlakukan sesuai dengan hukum. Setiap orang berhak
dan berkewajiban untuk membela hak-hak orang lain dan hak-hak komunitas
secara umum, dalam membela hak-hak pribadi maupun publik. Setiap orang
tidak boleh diskriminasikan. Menghinakan manusia dan kemanusiaan adalah
penghinaan kepada Sang Pencipta. Dalam hidup berbangsa dan bernegara

® Mahathoh, Wacana Melegalkan LGBT di Indonesia (Studi Analisis LGBT dalam perspektif
HAM dan Pancasila), Jurnal Raheema.

10 Mahathoh, Wacana Melegalkan LGBT di Indonesia (Studi Analisis LGBT dalam perspektif
HAM dan Pancasila), Jurnal Raheema, h.52.
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Indonesia dengan alasan apapun, tidak boleh terjadi pelecehan terhadap harkat
dan martabat manusia Indonesia karena nantinya akan bertabrakan dengan
Pancasila.

Berkaitan dengan Pancasila, khususnya sila kelima, mereka harus
diberikan tempat. Artinya negara harus melindunginya dari diskriminasi.
Dengan adanya diskriminasi kepada mereka maka bertentangan dengan nilai
Pancasila. Karena Pancasila melindungi segenap bangsa, jadi negara harus
melindungi kaum minoritas termasuk LGBT.

Kaum LGBT seringkali mendapatkan perilaku kekerasan, baik
kekerasan seksual, fisik maupun emosional dari keluarga, aparat penegak
hukum, dokter maupun masyarakat luas, sehingga kaum LGBT merasa dirinya
sebagai kaum minoritas meminta perlindungan negara. Mau atau pun tidak,
negara harus melindungi kaum LGBT, karena seperti yang tercantum dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
bahwa tujuan negara Republik Indonesia salah satunya adalah melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bukan berarti
dengan menjadi kaum LGBT, mereka bukan lagi Warga Negara Indonesia yang
wajib dilindungi oleh negara.

Negara Indonesia memiliki standar hukum Negara. Standar hukum ini
termaktub Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
Pancasila. Ide maupun konsep negara hukum pada umumnya dimaksudkan
dalam rangka menghindari negara atau pemerintah dari perbuatan sewenang-
wenang dan melewati batas oleh warganya. Karena bagaimanapun, bahwa
suatu pemerintahan yang tidak dikontrol dengan perangkat hukum yang tegas
dan konkrit akan sangat rentan dengan berbagai bentuk penyimpangan dan
penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan pada era modern sekarang dapat
dikatakan bahwa merupakan suatu negara yang sangat relevan dan ideal bila
kemudian segala rangkaian kegiatan kenegaraannya didasarkan pada
mekanisme hukum yang jelas dan tegas.!!

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1
ayat (3) telah menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”
Sehingga menurut hukum di Republik Indonesia perilaku dan aktivitas LGBT
tidak dapat dikenakan sanksi hukum, asalkan tidak menyalahi aturan yaitu
berada di bawah umur atau telah terikat pernikahan. Meski aktivitas LGBT
tidak diberikan sanksi hukum, namun aktivitas seksual LGBT bertentangan
dengan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan di Indonesia, sehingga akan

HJurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 3 September 2014.
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mendapatkan sanksi sosial yaitu pengucilan dan pencelaan. Di dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (2) yang
berbunyi “setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas
dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang
bersifat diskriminatif itu.”

Hak yang terdapat dalam Pasal ini adalah hak yang absolut (tidak
dapat dikurangi). Perbuatan LGBT bertentangan dengan norma-norma dasar
negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (1), namun hal ini kaum minoritas yakni
kaum LGBT berhak untuk mendapat perlindungan oleh negara karena mereka
sudah mengalami diskriminatif yang dilakukan oleh masyarakat luas sendiri.
Oleh karena itu tak heran bila kaum LGBT sendiri mendesak pemerintah untuk
melegalkan LGBT, agar mereka tidak didiskriminasi oleh masyarakat luas.

Pada dasarnya sila pertama Pancasila memiliki makna khusus bahwa
dalam suatu pembentukan Hukum atau perundang-undangan yang akan
diberlakukan haruslah dikembalikan atau dilandasi oleh hukum yang
berKetuhanan, artinya seluruh kebijakan hendaklah mengajarkan kebaikan dan
menjauhi larangan yang telah diatur dalam tiap-tiap agama. LGBT merupakan
salah satu larangan yang diatur dalam tiap-tiap agama, akan tetapi LGBT disini
mengarah kepada perbuatannya bukan terhadap pelakunya. Selain tidak sesuai
dengan dasar falsafah negara sila pertama, maupun sila kedua dan seterusnya,
semua sependapat bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang
beradab sesuai dengan sila 2 falsafah Negara, dan perbuatan LGBT adalah
perbuatan yang tidak beradab juga tidak sesuai dengan tradisi dan adat istiadat
negara Indonesia. Namun, diluar daripada itu, semua tidak boleh serta merta
membenci dan menjauhi kaum LGBT selaku pelaku dari perbuatannya yang
melenceng, melainkan juga harus merangkul dan tetap memberikan hak-
haknya sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

LGBT Perspektif KUHP

Kebencian terhadap individu dan komunitas LGBT kian meningkat,
kebencian ini dapat melahirkan kekerasan, tindakan diskriminasi bahkan
kriminalisasi. Pengajuan Judicial Review (JR)kepada Mahkamah Konstitusi
(MK) atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 284 & 292 yang
diajukan oleh Guru Besar Intitut Pertanian Bogor (IPB) Euis Sunarti dkk, yang
menganggap bahwa ada kekosongan hukum terkait tindak pidana pada LGBT
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adalah bentuk dari upaya kriminalisasi bagi komunitas minoritas gender dan
seksual. Bila MK mengabulkan, maka negara melalui lembaga negative
legislator secara langsung telah melakukan kriminalisasi terhadap LGBT dan
tidak menutup kemungkinan hal ini akan diatur dalam perubahan perundang-
udangan melalui positive legislator.

KUHP merupakan hukum pidana positif, hukum pidana yang berlaku
di Indonesia dan diberlakukan pada saat ini. Hukum pidana merupakan bagian
keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara dan berisi norma beserta
sanksi serta larangan yang ada di dalamnya. Hukum pidana berfungsi
bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi mengatur tentang bagaimana negara
mengatur perilaku tatanan sosial yang berlaku masyarakat, dalam artian
negara melindungi setiap warga negaranya, di sisi lainnya, yaitu hukum
pidana ini sebagai obat terakhir, ultimum remedium. Jadi, jangan sampai hukum
pidana itu digunakan di saat awal adanya perbuatan yang mencederai tatanan
sosial. Hukum pidana itu ibaratnya hal yang terakhir, karena obat terakhir,
maka sebelumnya harus didahului dengan upaya-upaya atau kebijakan-
kebijakan selain hukum pidana. Namun, sekarang yang terjadi salah kaprah.
Kesalahan yang menyangkut adanya ancaman terhadap perbuatan-perbuatan
yang melanggar tata kesusilaan itu sudah otomatis perbuatan pidana. Hal ini
yang seharusnya jadi penegasan bahwasannya hukum pidana adalah berfungsi
sebagai obat terakhir.

Kemudian yang perlu untuk diketahui juga, tidak boleh dilupakan
sejarah perkembangan hukum pidana itu sendiri. Dimana KUHP itu
merupakan produk kolonial yang tentu saja ada maksud-maksud dari pembuat
Undang-Undang yang hendak memberikan penekanan bahwa negara harus
ikut campur dalam mengurusi warga negaranya. Hal ini terlihat dalam Pasal 1
ayat (1) KUHP, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan
ketentuan perundangan-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.” Jadi,
tidak boleh mengkriminalisasi atau mengkualifikasikan suatu perbuatan itu
sebagai perbuatan pidana, jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur khusus tentang pidana tersebut.

Pasal 292 KUHP yang berbunyi “Orang yang cukup umur, yang
melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui
atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan
pidana penjara paling lama lima tahun.”

Apabila terdapat penalaran atau pengertian pasal ini yang
mengandung kelemahan karena hanya melarang perbuatan homoseksual
antara seorang dewasa dengan seorang anak yang sejenis. Misalnya seorang
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laki-laki dewasa dengan laki-laki yang masih berusia 15 tahun. Dengan kata
lain, perbuatan homoseks dua orang laki-laki atau lebih yang sudah dewasa tak
dapat dijerat hukum pidana; dan pelakunya tak bisa dihukum dan juga kalau
‘korbannya’ orang dewasa sedangkan pelakunya masih anak-anak. Penulis
kurang sependapat dengan hal ini, karena definisi cabul menurut kamus besar
Bahasa Indonesia adalah perbuatan keji, tidak sopan, melanggar HAM, tidak
senonoh, memperkosa atau dapat dikatakan kejahatan seksual. Kejahatan
seksual adalah perilaku seksual dimana didalamnya tidak terdapat konsen
melainkan paksaan secara seksual. Bila pasal 292 dianggap terdapat
kekosongan hukum oleh pemohon karena tidak menerangkan tentang
pencabulan antara orang dewasa laki-laki dengan laki-laki, sebenarnya tidak.
Karena setiap pelaku pencabulan dapat dijerat oleh pasal 289 KUHP yang
berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,
diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan
dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

Ketika Pasal 292 melarang tindakan cabul sesama jenis antara orang
dewasa kepada anak-anak, maka penafsiran a contrarionya perbuatan cabul
sesama jenis antar orang dewasa menjadi legal. Perbuatan cabul sesama jenis
antar anak-anak juga legal. Artinya perbuatan yang boleh dilakukan.
Kesimpulannya bahwa negara ternyata secara diam-diam telah melegalkan
zina di luar pernikahan, perkosaan kepada laki-laki, dan juga percabulan
sesama jenis antar orang dewasa maupun antar anak-anak. Artinya undang-
undang telah demikian liberal dan melakukan pembiaran selama ini.

Aturan mengenai LGBT dalam KUHP Indonesia dinilai belum terlalu
spesifikasi atau belum lengkap karena dalam Pasal tersebut hanya mengatur
mengenai perbatan cabul sesame jenis (Lesbian maupun Gay) terhadap anak—
anak atau seseorang yang belum dewasa tidak ada aturan hukum terhadap
mereka yang melakukannya dalam keadaan sama-sama dewasa maupun
aturan lain mengenai biseksual dan juga transgender. Ini berarti perbuatan LGBT
di Indonesia masih dilegalkan atau dibolehkan hanya saja dibatasi oleh Undang
Undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwasanya perkawinan hanya
dapat dilakukan terhadap pasangan laki-laki dan perempuan bukan oleh
sesama jenis.

Pasal 495 (pencabulan sesama jenis) RKUHP:

Ayat (1) “Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain
yang sama jenis kelaminnya yan diketahui atau patut diduga belum berumur
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18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9
(sembilan) tahun.”

Ayat (2) Dipidana dengan pidana yang sama ditambah dengan sepertiga jika
perbuatan cabul sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan cara seks oral

atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non kelamin dengan alat
kelamin yang dilakukan secara homoseksual.

Kebijakan Pengaturan Dan Perlindungan LGBT Di Negara Lain

Pertama, Belanda yaitu pasal 30 KUHP Belanda: “huwelijk tussen
personen van gelijk geslacht “ atau "pernikahan dapat dilakukan oleh dua orang
dengan orientasi seks yang berbeda atau sama." Dalam aturan KUHP Belanda
mensahkan adanya hubungan pernikahan yang dilakukan sesama jenis, akan
tetapi apabila dilihat dari kultur negaranya Belanda merupakan negara yang
individualism artinya masalah perkawinan dan lain sebagainya merupakan
masalah individu dan tiap-tiap warga negara memiliki hak untuk memiliki
kebebasannya masing-masing asal tidak mengganggu ketertiban umum.

Kedua, India, pasal yaitu 377 KUHP India: homoseksual dapat dikenai
hukuman 10 tahun penjara. Larangan seks bagi hubungan sejenis dibatalkan
oleh Pengadilan Tinggi Delhi pada tahun 2009. Namun pada tahun 2013
dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan diberlakukan kembali larangan
hubungan sejenis di India. Dalam aturan KUHP India dikenal istilah larangan
perbuatan homoseksual. Perbuatan homoseksual merupakan perbuatan bagian
dari LGBT yang dilarang dilakukan di India, akan tetapi sama dengan di
Indonesia bahwa peraturan tersebut masih belum mengakomodir LGBT secara
keseluruhan, belum terdapat aturan khusus mengenai larangan Biseksual dan
Transgender.

Ketiga, Singapura yaitu pasal 377A KUHP Singapura: “Setiap laki-laki
yang di ruang publik maupun privat, melakukan atau bersekongkol dengan
imbalan, atau menjual atau berusaha memperoleh imbalan oleh laki-laki lain,
untuk melakukan tindakan tidak senonoh dengan sesama laki-laki, diancam
dengan pidana hukuman penjara dalam jangka waktu selama-lamanya 2
tahun.” Pasal 377A Revisi Tahun 2007 KUHP Singapura “Barangsiapa yang
melakukan persetubuhan yang bertentangan dengan tatanan alam, dengan
laki-laki, perempuan, atau binatang, diancam dengan pidana hukuman penjara
seumur hidup, atau selama-lamanya 10 tahun, dan harus dikenakan denda.”
Aturan dalam Pasal 377A KUHP Singapura telah mampu mencakup larangan
mengenai perbuatan persetubuhan kaum Lesbian, Gay dan Biseksual melalui
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kalimat “bertentangan dengan tatanan alam” apabila ditelaah lebih lanjut
kalimat tersebut mengisyaratkan bahwa yang dimaksud bertentangan dengan
alam adalah hubungan persetubuhan yang ‘tidak’ sebagaimana mestinya yaitu
persetubuhan yang dilakukan sesame jenis beserta jenis lainnya.

Keempat, Malaysia yaitu Malaysia’s Penal Code (Consolidated version 1998)
Section 377A. Carnal intercourse against the order of nature. “Any person who has
sexual connection with another person by the introduction of the penis into the anus or
mouth of the other person is said to commit carnal intercourse against the order of
nature. ... Penetration is sufficient to constitute the sexual connection necessary to the
offence described in this section.” (“Setiap orang yang memiliki hubungan seksual
dengan orang lain dengan pengenalan penis ke dalam anus atau mulut orang
lain dikatakan melakukan hubungan jasmaniah dengan tatanan alam.
...Penetrasi cukup untuk membentuk koneksi seksual yang diperlukan untuk
pelanggaran yang dijelaskan di bagian ini”).

Section 377B. Punishment for committing carnal intercourse against the order
of nature.”Whoever voluntarily commits carnal intercourse against the order of nature
shall be punished with imprisonment for a term which may extend to twenty years, and
shall also be liable to whipping.”("Siapapun yang secara sukarela melakukan
hubungan jasmaniah dengan tatanan alam akan dihukum penjara dengan
jangka waktu yang dapat diperpanjang sampai dua puluh tahun dan juga akan
bertanggung jawab untuk mencambuk").

Section 377C. Committing carnal intercourse against the order of nature
without consent,etc.”Whoever voluntarily commits carnal intercourse against the order
of nature on another person without the consent, or against the will, of the other person,
or by putting other person in fear of death or hurt to the person or any other person,
shall be punished with imprisonment for a term of not less than five years and not more
than twenty years, and shall also be liable to whipping.”(Siapa pun yang secara
sukarela melakukan hubungan jasmaniah dengan tatanan alam terhadap orang
lain tanpa persetujuan, atau melawan kehendak, dari orang lain, atau dengan
menempatkan orang lain dalam ketakutan akan kematian atau menyakiti orang
tersebut atau orang lain, akan dihukum dengan penjara untuk jangka waktu
tidak kurang dari lima tahun dan tidak lebih dari dua puluh tahun, dan juga
akan bertanggung jawab untuk mencambuk).”

Section 377D. Outrages on decency.”Any person who, in public or private,
commits, or abets the commission of, or procures or attempts to procure the commission
by any person of, any act of gross indecency with another person, shall be punished with
imprisonment for a term which may extend to two years.” (“Setiap orang yang, di
depan umum atau pribadi, melakukan, atau bersekongkol dengan komisi, atau
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mendapatkan atau mencoba untuk mendapatkan komisi oleh siapapun,
tindakan cabul apapun dengan orang lain, harus dihukum penjara untuk
jangka waktu yang mungkin memperpanjang hingga dua tahun." Aturan
didalam KUHP Malaysia lebih spesifik dalam mengatur mengenai hubungan
seksual antar tiap-tiap individu, akan tetapi secara keseluruhan tidak ada
aturan mengenai bagaimana hubungan tersebut apabila dilakukan oleh sesama
jenis.

Kelima, Australia merupakan sebuah federasi, sehingga banyak
Undang-Undang mengenai LGBT dan interseks yang ditetapkan di tingkatan
negara bagian dan teritori. Dari tahun 1975 hingga 1997, negara-negara bagian
Australia secara perlahan mencabut hukum-hukum anti-homoseksual yang
merupakan warisan Imperium Britania. Semenjak tahun 2016, setiap jurisdiksi
memiliki batas usia yang sama untuk hubungan seks heteroseksual maupun
homoseksual. Sebagian besar jurisdiksi juga menawarkan penghapusan catatan
kriminal untuk aktivitas seksual yang tidak lagi dianggap ilegal.

Pengaturan LGBT di Indonesia Perspektif HAM

Dalam hubungan tersebut, bangsa Indonesia berpandangan bahwa
HAM harus memperhatikan karakteristik asli bangsa dan sebuah hak asasi juga
harus diimbangi dengan kewajiban, sehingga diharapkan akan tercipta saling
menghargai dan menghormati akan hak asasi tiap-tiap pihak. Di dalam Pasal
28] memberikan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dan
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang
lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat
demokratis khas Indonesia.

Rumusan HAM yang masuk dalam konstitusi dapat dibagi ke dalam
beberapa aspek, yaitu: a). HAM berkaitan dengan hidup dan kehidupan; b).
HAM berkaitan dengan keluarga; c). HAM berkaitan dengan pendidikan, ilmu
pengetahuan dan teknologi; d). HAM berkaitan dengan pekerjaan; e). HAM
berkaitan dengan kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan, kebebasan
bersikap, berpendapat dan berserikat; f). HAM berkaitan dengan informasi dan
komunikasi; g). HAM berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dari
perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia; h). HAM
berkaitan dengan kesejahteraan sosial; i). HAM berkaitan dengan persamaan
dan keadilan; dan j). HAM berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain.
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Rumusan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten, baik
oleh negara maupun oleh rakyat, sehingga diharapkan laju peningkatan
kualitas peradaban, demokrasi, dan kemajuan Indonesia jauh lebih cepat dan
jauh lebih hebat dibandingkan dengan tanpa adanya rumusan jaminan
pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan HAM.?

Perlindungan terhadap martabat manusia (human dignity) melalui
HAM adalah tuntutan keadilan yang Universal dari perspektif negatifnya.
Artinya, saat ini setiap orang dapat dengan mudah menghasilkan konsensus
bahwa perlakuan yang bertentangan dengan martabat manusia, pelanggaran
HAM adalah ketidakadilan sangat serius yang tidak boleh terjadi. Argumen ini
sangat wajar karena menurut D’Amato: “We can all agree on what is unjust,
whereas we find it hard to say what justice is.”1

Menurut Plato dalam sebagaimana disadur dalam buku Memahami
IImu Negara dan Teori Negara oleh I Gede Pantja Astawa menyebutkan bahwa
hakikat negara diawali dengan keharusan mengukur luas negara atau
disesuaikan dengan dapat-tidaknya, mampu-tidaknya negara memelihara
kesatuan di dalam negara bersangkutan, karena negara pada hakikatnya
merupakan suatu keluarga yang besar.

Untuk mempersatukan keberagaman, para pendiri bangsa begitu keras
mengerahkan kemampuannya dengan proses panjang yang singkatnya
kemudian lahirlah Pancasila. Ideologi bangsa ini sesuai dengan tujuan negara
oleh Thomas Aquinas, yang berpendapat bahwa tujuan negara identik dengan
tujuan manusia. Tujuan negara dalam hal ini dapat pula diartikan sebagai visi
negara, yang secara umum ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan,
kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya (bonum publicum, common good,
common wealth).’s

Satjipto Rahardjo dalam buku Hukum dalam aras Sosiologis oleh
Sulaiman, meyakini bahwa banyak peraturan hukum yang tidak dapat berlaku

12 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Panduan Permasyarakatan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia. (Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI, 2014), h.182.

13 Anhony D’Amato, Analytic Jurisprudence Anthology, Anderson Publishing, Co.
Cincinnati-Ohio, dalam Titon Slamet Kurnia, Konstitusi HAM, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).
h.33.

14 T Gde Pantja Aswata dan Suprin Na'a, Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara.
(Bandung: Refika Aditama, 2009) h.42.

15] Gde Pantja Aswata dan Suprin Na’a, Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara, h. 45.
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secara efektif karena kelemahan pada substansi dengan perumusan yang
kurang sinkron atau kelemahan institusi hukum yang diperlukan dalam
pelaksanaan suatu peraturan hukum.®

Keberadaan nilai-nilai Pancasila itu tergantung pada bangsa Indonesia
sendiri. Hal ini berarti bahwa: Pertama, nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa
Indonesia sebagai hasil penilaian dan pemikiran filsafat bangsa Indonesia; dan,
Kedua, nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa
Indonesia yang paling sesuai dengan yang diyakini oleh bangsa Indonesia,
yaitu sebagai petunjuk yang paling baik, benar, adil dan bijaksana dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan Ketiga, nilai-nilai
Pancasila mengandung nilai kerohanian yang manifestasinya sesuai dengan
sifat budi nurani bangsa Indonesia.

Melalui nilai-nilai yang bersifat objektif dan subyektif pada Pancasila,
maka kedudukannya sebagai falsafah hidup dan cita-cita moral, secara ringkas
dapat dinyatakan bahwa sila pertama menuntut setiap warga bangsa mengakui
Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta dan tujuan akhir, baik dalam hati dan
tutur kata maupun dalam tingkah laku sehari-hari. Konsekuensinya adalah
Pancasila menuntut umat beragama dan berkepercayaan untuk hidup rukun
walaupun berbeda keyakinannya.

Sila kedua mengajak masyarakat untuk mengakui dan memperlakukan
setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat mulia serta hak-
hak dan kewajiban asasi. Dengan kata lain, ada sikap untuk menjunjung tinggi
martabat dan hak-hak asasinya atau bertindak adil dan beradab terhadapnya.
Sila ketiga menumbuhkan sikap masyarakat untuk mencintai tanah air, bangsa,
dan negara Indonesia, ikut memperjuangkan kepentingan-kepentingannya, dan
mengambil sikap solider serta loyal terhadap sesama waga negara. Sila
keempat mengajak masyarakat untuk bersikap peka dan ikut serta dalam
kehidupan politik dan pemerintahan negara, paling tidak secara tidak
langsung, bersama sesama warga atas dasar persamaan tanggung jawab sesuai
dengan kedudukannya masing-masing.

Sila kelima mengajak masyarakat aktif dalam memberikan sumbangan
yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing kepada

16 Sulaiman, Hukum dalam Aras Sosiologis, (Banda Aceh: Forum Studi Hukum dan
Masyarakat, 2013), h.4.
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negara demi terwujudnya kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir dan
batin selengkap mungkin bagi seluruh rakyat.!”

Tafsir HAM di Indonesia seharusnya dimasukkan dalam pengertian
Pancasila. HAM di Indonesia adalah HAM yang berketuhanan, yang
berkemanusiaan, adil dan beradab, yang menjunjung persatuan ndonesia, yang
mengatasi perbedaan dengan musyawarah mufakat, dan yang mengedepankan
keadilan. HAM Indonesia tidak dapat dilepaskan pada:’® 1). Agama atau
kepercayaan; 2). Penghormatan dan penghargaan pada orang lain; 3). Semangat
Persatuan; 4). Demokrasi Pancasila; dan 5) Keadilan dan manfaat bersama.

Kesimpulan

Aturan mengenai LGBT tetap mengacu kepada sila-sila Pancasila,
sekalipun pada trend dunia, banyak Negara melegalkan LGBT. Pengaturan
LGBT ini penting untuk melindungi setiap nilai yang terkandung dalam
Pancasila seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan dan nilai
kesejahteraan yang dicita-citakan. Kebijakan tersebut merupakan hasil dari
kekhawatiran bangsa tentang merebaknya LBGT di Indonesia yang kemudian
ditorehkan dalam sebuah perencanaan peraturan hukum. Hukum yang
dihasilkan ini bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial
atau individu masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum hendaknya lebih memberikan
kepastian hukum mengenai perlindungan bagi kaum LGBT dan perhatian
penuh kepada permasalahan kaum LGBT yang rentan terhadap kekerasan dan
diskriminasi. Namun, sebagai negara berideologi Pancasila Indonesia tidak
boleh atau jangan sampai pada tahapan melegalkan perbuatan LGBT yang
jelas-jelas tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai luhur bangsa.

Perlu adanya tindakan khusus dari negara untuk melakukan upaya
pencegahan munculnya kaum LGBT mengingat pada dasarnya kaum LGBT itu
tidak serta merta terlahir dalam keadaan yang demikian, melainkan mereka
merupakan korban dari stigmatisasi yang terjadi di masyarakat serta pola-pola
perilaku yang berkembang di lingkungan mereka sendiri. Kaum LGBT
membutuhkan pengakuan dan perlindungan hukum atas statusnya sebagai
sesama Manusia hanya saja dengan perilakunya menyimpang.

17 Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, Membangun Hukum berdasarkan Pancasila.
(Bandung: Penerbit Nusa Media, 2014), h.25.

18 Erick Stevan Manik, Anik Purwanti dkk, Pengaturan LGBT (Lesbian Gay Bisexual dan
Transgender) dalam Perspektif Pancasila di Indonesia, (Semarang: Diponegoro Law Review, 2016), h.4.
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